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ABSTRAK 

ANALISIS EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT 

PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU 

KETERANGAN (SP2DK) TERHADAP PENERIMAAN 

PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU 

TAMPAN 

Oleh : 

YELLY SARLEN 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dengan surat 

himbauan atau SP2DK terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi  dan 

wawancara untuk memberikan gambaran apakah penerbitan surat himbauan atau 

SP2DK telah efektif atau tidak dan berapa besar kontribusi yang diberikannya 

terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas dari surat himbauan atau P2DK 

dalam presentase mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 tergolong kurang 

efektif dengan presentase 69,49%, tahun 2018 tergolong kurang efektif dengan 

presentase 64,65% dan tahun 2019 tergolong kurang efektif dengan presentase 

73,99%. Secara keseluruhan kontribusi Surat Himbauan atau SP2DK terhadap 

penerimaan pajak tahun 2017-2019 pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

masih tergolong kurang efektif. Untuk itu, Pimpinan KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan lebih meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerbitan Surat 

Himbauan atau SP2DK di wilayah kerjanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tatanan 

kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera serta 

menjamin kedudukan yang sama didalam hukum bagi warga negaranya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut memerlukan biaya yang besar, karna itu pemerintah 

memnuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yang dapat 

diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri. 

Namun, sumber dana yang diperoleh  dari luar negeri pada akhir-akhir ini 

semakin membebani Indonesia, sehingga pemerintah memusatkan perhatian pada 

pengelolaan sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri, salah 

satunya melalui pajak. Fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan 

pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting 

pada barang dan jasa yang diperlukan negara. Selain itu, pajak seharusnya tidak 

hanya meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk infrastruktur sosial dan 

fisik tetapi juga dapat meminimalkan benturan yang ada (kaur, 2011). 

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam menunjang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan dari 

sektor pajak hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Presentase 

penerimaan dari sektor pajak lebih besar dari sektor bukan pajak, sehingga pajak 
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perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran semua lapisan 

masyarakat dan aparat pajak itu sendiri. Peran serta wajib pajak sangat 

menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak.  Namun, dalam prakteknya 

seringkali dijumpai adanya wajib pajak yang kurang atau tidak mempunyai 

kesadaran  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan 

bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (tax avoidance), sehingga hal 

tersebut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepatuhan wajiib pajak dan 

penerimaan negara berkurang. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak 

antara lain hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dirasakan 

oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui wujud 

konkret dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Masyarakat lebih 

cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu daripada 

memenuhi kebutuhan perpajakannya. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2017-2019 Di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan 

Tahun Target Realisasi 
% Tercapai 

2017 1.808.160.868.000 1.657.568.109.635 
91,67 % 

2018 1.950.840.787.000 1.650.416.647.369 
84,45% 

2019 1.991.462.328.000 1.778.740.380.329 
89,82 % 

Sumber: apportla KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

 

Berdasarkan  data portal KPP Pratama Pekanbaru Tampan, penerimaan 

negara dari sektor pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2017 

sebesar 1.657,5 Trilliun atau mencapai 91,67%. Namun pencapaian tersebut 

masih berada dibawah target DJP yang sebesar 1.808,1 Trilliun. 
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Pada tahun 2018 kembali tidak terealisasinya target pajak yang ditetapkan  

DJP. Penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 84,45 persen dengan 

pencapaian 1.650,4 Trilliun yang berada dibawah target 2018 sebesar 1.950,8 

Trilliun. Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2019 tercatat mencapai 

1.778,7 Trilliun atau 89,82 persen dari target DJP 2019 yang sebesar 1.991,4 

Trilliun. 

Berbagai upaya dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Kantor pusat DJP sebagai pemegang kebijakan menerbitkan peraturan sebagai 

payung hukum dan panduan dalam melakukan penggalian potensi. Kantor 

wilayah sebagai penanggung jawab langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

berada diwilayahnya melakukan supervisi dan koordinasi dalam menindaklanjuti 

peraturan dan kebijakan terkait dengan penggalian potensi tersebut. 

Secara garis besar penggalian potensi dapat dilakukan melalui kegiatan 

ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah 

jumlah wajib pajak terdaftar, hal ini dapat dilakukan melalui himbauan dan 

penyuluhan untuk mendaftarkan NPWP bagi pengurus, komisaris, pemegang 

saham/pemilik dan pegawai suatu perusahaan yang belum memiliki NPWP. 

Sedangkan kegiatan intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan 

data dan informasi yang berhubungan dengan wajib pajak yang telah terdaftar. 

Metode intensifikasi ini memaksimalkan data profil wajib pajak seperti data 

pelaporan SPT, pembayaran pajak, data pihak ketiga, dan data hasil pemngamatan 

lapangan. 
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Seperti disebutkan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undag-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 bahwa fungsi Surat pemberitahuan bagi WP adalah 

sebagaiman sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pembayaran atau 

pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan 

atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak. 

Berdasarkan data yang dilaporkan Wajib Pajak melalui SPT, maka KPP 

melalui Account Representative (AR) tentu melakukan penelitian kembali baik 

dari sisi materi atau kelengkapannya, untuk memastikan bahwa nilainya sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya dan kelengkapan yang disertakan sudah sesuai 

standar ketentuan yang berlaku. Semua data dan informasi yang telah 

dikumpulkan oleh AR kemudian di analisa potensi pajaknya dan dibuatkan 

klarifikasi atau himbauan kepada Wajib Pajak. 

Diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 

tentang pengawasan Wajib Pajak dalam benuk Permintaan Penjelasan Atas Data 

dan/atau Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting bagi 

KPP untuk membuat Surat Himbauan dalam rangka memberitahukan secara resmi 

kepada Wajib Pajak perihal dengan adanya kewajiban perpajakan yang dapat 

terlewatkan oleh Wajib Pajak atau untuk sekedar mempertanyakan (klarifikasi) 

kepada Wajib Pajak terkait data yang dimiliki sehubung dengan kegiatan usaha 

Wajib Pajak sebagaimana hal ini telah diatur oleh SE-39/PJ/2015. 
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Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

dalam upaya penggalian potensi pajak yaitu melalui kegiatan penerbitan surat 

himbauan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 

(SP2DK) kepada wajib pajak yang diduga memiliki potensi pajak namun belum 

dilaporkan secara benar. Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat 

Himbauan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Surat Edaran 

Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk 

Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Dan Kunjungan (Visit) 

kepada wajib pajak yang berlaku efektif pada tanggal 1 juni 2015. Akibat dari 

adanya upaya penggalian potensi ini, banyak ditemukan wajib pajak yang 

memeperoleh Surat Himbauan atau SP2DK berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh aparat pajak dalam hal ini Account Representative (AR). 

Temuan petugas pajak dari penerbitan surat himbauan atau SP2DK 

diantaranya yaitu ditemukan data mengenai harta yang dimiliki wajib pajak yang 

selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan 

adanya pertambahan nilai bangunan akibat adanya pembangunan yang cukup 

signifikan sehingga berpotensi terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri. 

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan penerbitan surat himbauan atau 

SP2DK, KPP Pratama Pekanbaru Tampan harus memperhatikan prnsip efektivitas 

yang berarti bahwa hasil pencapaian dari penerbitan tersebut harus sesuai dengan 

target yang ditetapkan. Hal ini penting karena dengan adanya penerbitan surat 

himbauan atau SP2DK yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar 
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dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal serta meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “ANALISIS 

EFEKTIVITAS SURAT HIMBAUAN ATAU SURAT PERMINTAAN 

PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) 

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU 

TAMPAN”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas 

pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data 

dan/atau Keterangan (SP2DK) pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

sudah efektif ? 

2. Apakah penerbitan Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan 

Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) memberikan kontribusi terhadap 

penerimaan pajak pada tahun 2017-2019 di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penerbitan Surat 

Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya : 
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1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerbitan surat himbauan atau Surat 

Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap 

penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbar Tampan pada tahun 2017-

2019. 

2. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan atas penerbitan surat 

himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau keterangan 

(SP2DK) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan pada tahun 2017-2019.  

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerbitan 

Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini diantaranya : 

1. Manfaat Akademis 

Penelituan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis, 

data tambahan, wawasan, pemahaman dan masukan bagi studi mengenai 

efektivitas surat himbauan atau SP2DK. Selain itu juga diharapkan dapat 

menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan 

bahan pertimbangan kepada KPP Pratama mnegenai efektivitas surat 

himbauan atau SP2DK dalam penerimaan pajak.  

 



8 

 

 

1.5.  Metode Penelitian 

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan SM. Amin/Ring Road Arengka 

Pekanbaru Riau, Telepon (0761) 40836. Penelitian ini dilakukan oleh penulis 

Pada bulan April sampai dengan Juni 2020. 

1.5.2.  Jenis Data 

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini adalah 

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara 

langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf Kantor Pelayan 

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan terutama kepada kepala seksi pelayanan 

dan kepada seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) yang berkaitan 

dengan masalah pemelitian penulis. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam 

bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan masalah penelitian melalui KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan. 
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1.5.3.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam melakukan 

penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi secara umum adalah sebuah pengamatan atau aktivitas 

yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang 

didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang 

sudah atau sedang terjadi dilingkungan. Penulis melakukan observasi atau 

pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diamati penulis. 

b. Interview 

Interview atau wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak 

yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperolwh data, keterangan 

atau pendapat tentang suatu hal. Penulis mengumpulkan data dengan 

mengadakan wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti 

secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan khususnya kepada pengawas Seksi Pengawasan Dan 

Konsultasi yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang 

diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini. 
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1.5.4.  Analisis Data 

Setalah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, 

maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini 

penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan pendekatan 

yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan 

membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah 

penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti 

sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini 

bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian 

dan sistematika penulisan dari penelitian penulis. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU 

TAMPAN 

  Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi 

tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, 
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uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/aparatur KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan 

tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian 

BAB IV  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukan saran-saran yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1  Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV 

danV Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang 

Organisasi danTata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 

Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanana Pajak bumi dan Bangunan, Kantor 

Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004. 

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten 

Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten 

Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Peubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008. 

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas 

PeraturanMenteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan 

TataKerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008.Alamat 

Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. 

SM. Amin(Ring Road Arengka II) Pekanbaru. 
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2.2  Visi dan Misi 

- VISI - 

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi 

Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara 

- MISI - 

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 

tinggi dan penegakan hukum yang adil; 

2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 

3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 

4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Sumber : Apportal KPP Pratama Pekanbaru Tampan 
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2.4. Bagian Unit Kerja 

a. Kepala kantor 

Mengkoordinasikan penyusutan rencanakerja kantor pelayanan 

pajaksebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. 

Mengkoordinasikan apengamanan penerimaan pajak berdasarkan 

potensi pajak, perkembangan kegiatanekonomi keuangan dan realisasi 

penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikanpelaksanaan tindak lanjut 

kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan 

rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangkaintensifikasi/ 

ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data 

gunamenyajikan informasiperpajakan. 

b. Sub bagian Umum 

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara 

mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta serta 

rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas 

kantor pelayanan pajak.  

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi(PDI) 

Melakukan pengumpulan. Pencarian, dan pengelolaan data, 

penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, 

urusan tata usah penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan 

bangunan dan Bea perolehan Hak atasbumi dan Bangunan, pelayanan 

dukungan teksi computer, pemantauan aplikasi e-SPTdan e-Filing 

pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 
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d. Seksi Pelayanan 

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 

perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan 

registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 

e. Seksi Penagihan 

 Adapun tugas seksi penagihan:  

Membuat keputusan atas permohonan angsuran / penunda 

pembayaran piutang pajak dari wajib pajak,Memberi surat teguran (ST), 

Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak 

tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan 

pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, Menerbitkan 

surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening 

bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), 

Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Membuat 

daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, 

Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa 

bila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan 

penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai 

edikad baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang 

akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal 

waktu danTempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). 
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f. Seksi Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melakukan puyusanan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 

penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi 

pemeriksaan perpajakan lainnya. 

g. Seksi Ekstensifikasi 

Di antaranya : 

1. Prosedur SeksiEkstensufikasi perpajakan:  

 Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian 

Lapangan. 

 Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian 

kantor. 

 Tata cara pemprosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk. 

 Tata cara penerbitan Surat Himbauan untukber 

 NPWP. 

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka 

pembentukan Bank Data Perpajakan. 

 Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka 

pembuata fiscal. 

 Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak 

PBB. 

 Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB. 

 Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB. 
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 Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB. 

 Tata cara pembentukan / penyempurnaan 

 Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan. 

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak 

dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan prifil wajib pajak, 

Analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak 

dalam rangka melakukan intensifikais, dan melakukan evaluasi hasil 

banding seksi pengawasan dan konsultan. 

i. Seksi Fungsional 

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai “ Analisis Efektivitas 

Surat Himbauan atau SP2DK terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerbitan Surat Himbauan atau SP2DK yang dilaksanakan oleh KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan kurang efektif, berdasarkan klasifikasi 

pengukuran efektivitas untuk tahun 2017 yaitu 69,49% atau kurang efektif, 

tahun 2018 yaitu 64,65% atau kurang efektif dan di tahun 2019 yaitu 

73,99% atau kurang efektif. 

2. Kontribusi dari kegiatan penerbitan Surat Himbauan atau SP2DK terhadap 

penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berdasarkan 

klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang karena berada pada 

kisaran 0,00% s.d 10%. Terbukti dari presentase kontribusi yang dicapai 

pada tahun 2017 yaitu 4,25% atau sangat kurang, tahun 2018 yaitu 4,34% 

atau sangat kurang dan pada tahun 2019 yaitu 5,18% atau sangat kurang.  

3. Hambatan yang terjadi pada saat penerbitan SP2DK 

a. Kembalinya surat ke kantor pos karena alamat Wajib Pajak tidak 

sesuai atau tidak ditemukan. 

b. Surat himbauan tidak sampai pada Wajib Pajak yang bersangkutan 

c. Tidak adanya respon dari Wajib Pajak 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran 

diantaranya : 

1. KPP Pratama Pekanbaru Tampan diharapkan melakukan perbaikan 

sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi 

Account representative (AR) dan melakukan penyuluhan agar 

penggalian potensi pajak dapat lebih efektif dan maximal. 

2. Kpp Pratam Pekanbaru Tampan diharapkan melakukan koordinasi dan 

kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka 

pembentukan sistem pemberian alamat yang lebih jelas. 

3. Kpp Pratama Pekanbaru Tampan sebagai instansi pemerintah 

diharapkan meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib 

pajak dengan melakukan program penyadaran. 

4. Disarankan bagi Wajib Pajak untuk bersifat kooperatif dan cerdas 

dalam menanggapi Surat Himbauan atau SP2DK jika data atau 

informasi yang disampaikan oleh KPP melalui Surat Himbauan adalah 

informasi atau data yang valid, maka sebagai Wajib Pajak mengakui hal 

tersebut sebagai perbaikan bagi kualitas pemenuhan kewajiban 

perajakan. 
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LAMPIRAN 1 

Gambar SP2DK 

 

 

  



 

 
 

LAMPIRAN 2 

1. Dokumentasi Wawancara 

 

 Wawancara dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 

narasumbernya adalah Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) 

di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Daftar Pertanyaan 

Pertanyaan wawancara tentang “Surat Himbauan atau Surat 

Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap 

Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan” 

1. Apa penyebab diterbitkannya surat himbauan atau SP2DK? 

2. Apakah hambatan atau kendala yang dihadapi KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan dalam pelaksanaan penerbitan Surat Himbauan atau SP2DK? 

3. Mengapa Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas diterbitkannya 

Surat Himbauan? 

4. Bagaimanakah jika KPP Pratama Pekanbaru Tampan sudah menerbitkan 

surat himbauan atau SP2DK tetapi Wajib Pajak tidak merespon? 



 

 
 

LAMPIRAN 4 

Surat Tanggapan Wajib Pajak 
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